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Abstrak

Penerapan Good Governance merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip Good Governance
dalam pelayanan BPJS Kesehatan pada Dokter Praktik Perorangan (DPP) dr. Linda Auliyaur Rahma dengan dukungan
pelayanan kefarmasian Apotek Muslimat NU 01 Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat
dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dipilih
menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas dokter, petugas administrasi, tenaga kefarmasian, dan peserta BPJS
Kesehatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan
triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum
telah diterapkan dengan baik dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Implementasi Good Governance didukung oleh koordinasi
antarpetugas, penerapan SOP, keterbukaan informasi, dan pelayanan kefarmasian yang terintegrasi. Adapun faktor
penghambat meliputi keterbatasan pemahaman peserta terhadap prosedur pelayanan, meningkatnya jumlah pasien pada
waktu tertentu, serta kendala pelayanan obat.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Dokter Praktik Perorangan, Good Governance, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Publik.

1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam menjamin
terpenuhinya hak masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas. Seiring meningkatnya jumlah peserta
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyelenggara pelayanan kesehatan dituntut tidak hanya
meningkatkan akses layanan, tetapi juga memastikan pelayanan dilaksanakan secara profesional, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
pelayanan publik yang berkualitas serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan kesehatan
kepada seluruh masyarakat Indonesia [1], [2].

Peningkatan cakupan kepesertaan JKN berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas. Implementasi JKN juga menjadi bagian dari upaya
pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage sehingga kualitas tata kelola pelayanan kesehatan
menjadi aspek yang semakin penting [3]. Kondisi tersebut menuntut seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan, khususnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), untuk menerapkan tata kelola
pelayanan yang baik (Good Governance) agar pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan masyarakat.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi
tenaga kesehatan, tetapi juga oleh penerapan prinsip Good Governance yang mampu meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, efektivitas pelayanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik [4],

(5], [6].

Penelitian ini menggunakan kerangka Good Governance yang dikembangkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) dengan fokus pada empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan
supremasi hukum (rule of law). Keempat prinsip tersebut dipandang relevan untuk menilai kualitas tata kelola
pelayanan BPJS Kesehatan karena tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga keterbukaan informasi,
pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan, keterlibatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan
hukum yang berlaku [7], [8].
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DPP dr. Linda Auliyaur Rahma yang didukung oleh Apotek Muslimat NU 01 Surabaya sebagai salah satu FKTP
mitra BPJS Kesehatan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan
pelayanan kepada peserta JKN. Namun demikian, masih dijumpai beberapa kondisi yang memerlukan perhatian,
antara lain masih adanya peserta yang belum memahami alur pelayanan BPJS Kesehatan secara optimal,
penyampaian informasi yang perlu terus ditingkatkan, serta belum optimalnya partisipasi peserta dalam
memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip
Good Governance masih perlu dievaluasi secara komprehensif sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan.

Penelitian mengenai implementasi Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan telah banyak dilakukan
pada berbagai fasilitas kesehatan. Rosika dan Frinaldi [7] menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas,
partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan BPJS
Kesehatan di Kota Padang. Temuan serupa disampaikan oleh Sulfiani [9] yang menyatakan bahwa implementasi
Good Governance berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan BPJS Kesehatan meskipun masih ditemukan
kendala pada aspek akuntabilitas pelayanan dan transparansi informasi. Selain itu, Triyanto dkk [10] menunjukkan
bahwa penerapan prinsip Good Governance pada pelayanan kesehatan tingkat pertama mampu meningkatkan
kualitas pelayanan publik, namun implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi
masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji implementasi Good Governance pada kantor BPJS
Kesehatan, rumah sakit, maupun puskesmas, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi prinsip
Good Governance pada Dokter Praktik Perorangan (DPP) sebagai FKTP masih relatif terbatas. Padahal DPP
memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda karena mengintegrasikan pelayanan administrasi, pemeriksaan
dokter, serta pelayanan kefarmasian dalam satu alur pelayanan kepada peserta JKN. Perbedaan karakteristik
tersebut berpotensi memengaruhi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum
sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi prinsip Good Governance pada pelayanan
BPJS Kesehatan di Dokter Praktik Perorangan (DPP) yang didukung pelayanan kefarmasian oleh Apotek
Muslimat NU 01 Surabaya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan pada kantor BPJS
Kesehatan, rumah sakit, maupun puskesmas, penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi Good
Governance pada layanan kesehatan primer dengan Kkarakteristik pelayanan yang lebih spesifik sehingga
diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik di bidang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam
pelayanan BPJS Kesehatan pada DPP dr. Linda Auliyaur Rahma dengan dukungan pelayanan kefarmasian Apotek
Muslimat NU 01 Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya yang
dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis
implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan pada DPP dr. Linda Auliyaur Rahma
dengan dukungan pelayanan kefarmasian Apotek Muslimat NU 01 Surabaya [11].

Penelitian dilaksanakan di DPP dr. Linda Auliyaur Rahma yang bekerja sama dengan Apotek Muslimat NU 01
Surabaya sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan. Pemilihan lokasi dilakukan
secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa fasilitas kesehatan tersebut telah melaksanakan pelayanan
BPJS Kesehatan dan menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi prinsip Good Governance.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan
pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelayanan
BPJS Kesehatan. Informan terdiri atas dokter praktik perorangan, tenaga kefarmasian, petugas administrasi, dan
peserta BPJS Kesehatan.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk
mengamati secara langsung proses pelayanan BPJS Kesehatan, sedangkan wawancara mendalam digunakan untuk
memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum
dalam pelayanan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen pelayanan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.
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Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan
kredibilitas temuan penelitian [11]. Analisis implementasi Good Governance mengacu pada kerangka United
Nations Development Programme (UNDP) yang meliputi empat indikator, yaitu akuntabilitas, partisipasi,
transparansi, dan supremasi hukum..

3. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menganalisis implementasi Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan pada Dokter
Praktik Perorangan (DPP) dr. Linda Auliyaur Rahma dengan dukungan Apotek Muslimat NU 01 Surabaya
berdasarkan empat prinsip, yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum. Selain itu,
penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi implementasi
Good Governance dalam penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan.

3.1 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas antara
petugas administrasi, dokter, dan tenaga kefarmasian. Setiap petugas melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan
tanggung jawabnya dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan BPJS Kesehatan.
Proses pelayanan dimulai dari pendaftaran pasien, verifikasi kepesertaan, pemeriksaan dokter, hingga pelayanan
kefarmasian yang dilaksanakan secara terstruktur sehingga pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada
peserta BPJS Kesehatan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan selalu mengutamakan kepatuhan terhadap prosedur
yang telah ditetapkan. Salah satu informan menyampaikan bahwa "pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan
selalu mengikuti SOP sehingga setiap petugas memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing"
(Wawancara dengan dr. Linda Auliyaur Rahma, 25 Mei 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan
pembagian tugas menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelayanan kepada peserta BPJS
Kesehatan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap
SOP, tetapi juga dari kemampuan setiap petugas menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Hasil tersebut sejalan
dengan penelitian Rosika dan Frinaldi (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas diwujudkan melalui
pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan adanya pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Selain
itu, Rizkika (2025) menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan karena mampu menciptakan pelayanan yang tertib dan profesional.

3.2 Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipasi telah diterapkan melalui komunikasi yang terjalin antara petugas
pelayanan dengan peserta BPJS Kesehatan selama proses pelayanan berlangsung. Peserta diberikan kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun saran terkait pelayanan yang diterima. Selain komunikasi
secara langsung, DPP juga menyediakan media penyampaian umpan balik sebagai sarana bagi peserta untuk
memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas berupaya membangun komunikasi yang baik dengan peserta
selama proses pelayanan. Salah satu peserta menyampaikan bahwa "petugas selalu memberikan kesempatan
kepada pasien untuk bertanya dan menjelaskan prosedur pelayanan dengan baik sehingga kami lebih memahami
alur pelayanan BPJS Kesehatan" (Wawancara dengan peserta BPJS Kesehatan, 19 Mei 2026). Hal tersebut
menunjukkan bahwa komunikasi yang baik memberikan ruang bagi peserta untuk terlibat dalam proses pelayanan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas
pelayanan karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kebutuhan dan evaluasi terhadap
pelayanan yang diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Triyanto dkk. (2021) yang menyatakan bahwa
partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian
Rosika dan Frinaldi (2023) juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat melalui penyampaian saran dan
masukan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.
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3.3 Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyampaian informasi mengenai
persyaratan administrasi, alur pelayanan, prosedur pemeriksaan, serta pelayanan kefarmasian kepada peserta BPJS
Kesehatan. Informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh petugas administrasi, dokter, maupun tenaga
kefarmasian sehingga peserta memperoleh pemahaman mengenai setiap tahapan pelayanan yang akan diterima.
Selain itu, informasi pelayanan juga tersedia melalui media yang dapat diakses oleh peserta di lokasi pelayanan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas berupaya memberikan informasi secara jelas kepada setiap peserta.
Salah satu informan menjelaskan bahwa "kami selalu memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan BPJS
Kesehatan agar pasien memahami setiap tahapan pelayanan yang harus dijalani" (Wawancara dengan petugas
administrasi, 19 Mei 2026). Meskipun demikian, penelitian masih menemukan bahwa sebagian peserta
memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama peserta yang baru pertama kali menggunakan layanan BPJS
Kesehatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah mendukung pelaksanaan pelayanan yang
lebih efektif serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap prosedur pelayanan. Hasil tersebut sejalan dengan
penelitian Sulfiani (2021) yang menyatakan bahwa transparansi informasi merupakan salah satu unsur penting
dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Penelitian Rosika dan Frinaldi (2023) juga menunjukkan
bahwa keterbukaan informasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan
publik.

3.4 Supremasi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip supremasi hukum telah diterapkan melalui pelaksanaan pelayanan yang
mengacu pada ketentuan BPJS Kesehatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Seluruh peserta BPJS Kesehatan memperoleh pelayanan sesuai prosedur tanpa adanya
perbedaan perlakuan sehingga hak dan kewajiban peserta dapat dipenuhi secara adil. Kepatuhan terhadap
ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menjaga tertib administrasi maupun pelayanan medis di DPP.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh petugas berupaya memberikan pelayanan sesuai regulasi yang
berlaku. Salah satu informan menyampaikan bahwa "pelayanan BPJS Kesehatan selalu dilaksanakan berdasarkan
aturan yang telah ditetapkan sehingga setiap pasien memperoleh pelayanan sesuai haknya™ (Wawancara dengan
Perawat 19 Mei 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting
dalam menjaga kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan supremasi hukum telah diwujudkan melalui kepatuhan
terhadap regulasi dan SOP dalam setiap tahapan pelayanan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sulfiani
(2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan merupakan salah satu bentuk implementasi Good
Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Selain itu, Dasopang [4] menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan JKN memerlukan konsistensi pelaksanaan aturan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif
dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

3.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan didukung oleh
koordinasi yang baik antarpetugas, pelaksanaan pelayanan sesuai SOP, keterbukaan informasi kepada peserta,
serta dukungan pelayanan kefarmasian yang terintegrasi dengan pelayanan dokter. Faktor-faktor tersebut
membantu memperlancar proses pelayanan sehingga setiap tahapan pelayanan dapat berjalan secara efektif dan
sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, antara lain masih terbatasnya pemahaman sebagian
peserta terhadap prosedur pelayanan BPJS Kesehatan, meningkatnya jumlah pasien pada waktu tertentu, serta
kendala ketersediaan obat pada kondisi tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, DPP melakukan berbagai
upaya, seperti memberikan edukasi kepada peserta mengenai alur pelayanan BPJS Kesehatan, memperkuat
koordinasi antarpetugas, serta mengoptimalkan pelayanan kefarmasian agar kebutuhan pasien tetap dapat dipenuhi
secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Good Governance tidak hanya dipengaruhi oleh
kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara dalam mengatasi berbagai kendala
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pelayanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dasopang dkk. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi JKN dipengaruhi oleh koordinasi antarpenyelenggara pelayanan, kesiapan sumber daya, dan
efektivitas pelaksanaan pelayanan. Penelitian Shifah Sagala dkk. (2024) juga menjelaskan bahwa peningkatan
komunikasi, koordinasi, dan kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan
implementasi pelayanan BPJS Kesehatan.

4. Kesimpulan

Penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan pada Dokter Praktik Perorangan (DPP)
dr. Linda Auliyaur Rahma dengan dukungan Apotek Muslimat NU 01 Surabaya telah dilaksanakan melalui prinsip
akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan
pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas, partisipasi terlihat dari
komunikasi antara petugas dengan peserta BPJS Kesehatan serta pemberian kesempatan untuk menyampaikan
masukan, transparansi diterapkan melalui penyampaian informasi pelayanan secara terbuka, sedangkan supremasi
hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan BPJS Kesehatan dan peraturan yang berlaku. Secara
umum, implementasi Good Governance telah mendukung penyelenggaraan pelayanan yang tertib, efektif, dan
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Implementasi Good
Governance didukung oleh koordinasi antarpetugas, penerapan SOP, keterbukaan informasi, dan pelayanan
kefarmasian yang terintegrasi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman peserta terhadap
prosedur pelayanan, meningkatnya jumlah pasien, serta kendala pelayanan obat. Oleh karena itu, peningkatan
edukasi kepada peserta, penguatan koordinasi pelayanan, dan optimalisasi penyampaian informasi perlu terus
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.
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